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Abstract 

This research aims to assessed of countryside institutions participation in countryside develop-
ment. The researcher used descriptive research that used non eksperimental and qualitative in 
statement of result the responders interview. Technique of collecting data  were  direct  inter-
view,  observation,  and  documentation.  The  result  of  collecting  data  found  that participa-
tion of society in countryside development was deputize by countryside institutions such as 
LKMD, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, and custom council that countryside. In countryside 
development, at the first time they made planning of development that entangle all of country-
side institutions in musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Desa. (consulta-
tion of countryside development planning). The result of consultation would be entangle of soci-
ety in process of development. The conclution of this research was society and countryside insti-
tutions participation was determining the success of countryside development. Government and 
countryside institutions should be realized their responsibility, duty, fuction and their positions 
and   then   made  cooperative,  coordination,  consultation  and   communication  for   arrange  
countryside development planning. 
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Abstrak 
Tulisan ini bertujuan untuk menilai partisipasi kelembagaan desa dalam proses pembangunan 
desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 
diwakili oleh beberapa lembaga desa yang aktif, seperti, LKMD, Karang taruna, Tim Penggerak 
PKK, dan dewan adat yang ada di desa tersebut. Pada proses pembangunan desa, terlebih da-
hulu dibuat sebuah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lembaga masyarakat 
yang ada di desa, yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREN-
BANG) desa. Setelah dimusyawarahkan bersama maka akan menghasilkan beberapa rencana 
kegiatan pembangunan yang nantinya juga dalam pelaksanaannya akan melibatkan masyara-
kat. Disimpulkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dan lembaga desa sangat menen-
tukan keberhasilan pembangunan di sebuah desa. Diharapkan pemerintah dan lembaga desa 
senantiasa  menyadari  peran,  tugas,  fungsi  dan  posisi  masing  –  masing  serta  bekerjasa-
ma, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan 
rencana pembangunan desa. 

Kata kunci: kemitraan governance, sampah, TPA Tamangapa 
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PENDAHULUAN 
 
Pengelolaan sampah di TPA perlu ditanga-

ni dengan baik karena dapat menimbulkan 
dampak terhadap kualitas lingkungan. Sam-
pah kota yang tidak dikelola dengan baik dan 
hanya membuang sampah tanpa penanganan 
khusus mengakibatkan munculnya gas hasil 
dekomposisi anaerobik sampah-sampah yang 
menyebabkan pencemaran udara. Salah satu  
fenomena penting bahwa keberadaan sam-
pah di TPA juga memberikan kontribusi pent-
ing dalam pencemaran lingkungan adalah 
dihasilkannya lindi (leachate) dan gas metha-
na. Pencemaran ini berpotensi muncul dari 
penengelolaan system terbuka atau open 
dumping umumnya memberikan permasala-
han pada lingkungan khususnya lingkungan 
sekitar lokasi TPA seperti  pertumbuhan 
vektor penyakit, pencemaran udara, pan-
dangan dan bau tak sedap, asap pembakaran, 
pandangan dan bau tak sedap, pencemaran 
lindi, kebisingan dan dampak sosial (Daman-
huri, 2010). Pelaksanaan pengelolaan per-
sampahan sangat dipengaruhi komponen-
komponen yang mendukung yaitu aspek 
teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, 
pembiayaan maupun peran serta masyarakat 
(Kodoatie, 2003) 

Untuk mengatasi permasalahan persam-
pahan ini, pemerintah kota tidak bekerja 
sendiri namun melibatkan swasta dan 
masyarakat bersama mengatasi permalahan 
tersebut. Membangun infrastruktur penye-
diaan layanan publik tersebut memerlukan 
pembiayaan yang sangat besar. Pemerintah 
perlu mencari alternatif pembiayaan dari 
sektor swasta baik investor dalam negeri 
maupun luar negeri (Istianto, 2011). Olehnya 
itu yang menjadi perhatian dan fokus dalam 
penelitian ini adalah kerjasama pemerintah 
swasta dalam pengolahan sampah. dimana 
perusahaan yang berinvestasi di kota Makas-
sar khusus di TPA Tamangapa yang menjadi 
bagian dari inisiatif Pemerintah Kota dalam 

pengolahan sampah yang volumenya cukup 
besar.  

Penelitian tentang kemitraan pemerintah 
swasta dalam pengelolaan sampah telah dila-
kukan sebelumnya diantaranya : Saputra, 
(2002) potensi kerjasama pemerintah dan 
swasta di dalam pelayanan pengelolaan sam-
pah di Kota Batam Studi ini bertujuan untuk 
mengkaji bentuk kerjasama yang paling tepat 
untuk dilaksanakan di Kota Batam dari tiga 
bentuk kerjasama yang dikaji, yakni kontrak 
pelayanan, kontrak pengelolaan dan kontrak 
konsesi. 

Tesis Irwen, (2005) kajian tentang 
kemitraan pemerintah dan swasta dalam 
pengelolaan sampah di kota Jambi untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas kemitraan dalam 
pengelolaan sampah. Hasil yang didapat da-
lam penelitian ini adalah pertama: pelaksa-
naan kemitraan dalam pengelolaan sampah 
di Kota Jambi sampai saat ini masih 
ditemukan aspek yang belum efektif kedua: 
faktor-faktor internal dan eksternal perusa-
haan serta faktor pelaksanaan kemitraan 
semuanya mempengaruhi efektifitas dalam 
pengelolaan sampah oleh pihak swasta. 

Kemitraan Publik-Privat  merupakan hu-
bungan berbasis kontrak menentukan secara 
rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-
masing mitra (Linder, 1999). Olehnya itu Da-
lam Memorandum Of Agreement Nomor 
660/032/S.Perja/DPLHK dan dalam Nomor 
MOA/05/XII.17/GKI/2007 Pemerintah Kota 
Makassar dengan PT.Gikoko Kogyo Indonesia 
sepakat mengadakan kontrak atau perjan-
jiaan kerjasama untuk meningkatkan penge-
lolaan persampahan Kota Makassar. melalui 
implementasi proyek Clean Development 
Mechanism (CDM) melalui pembakaran LFG 
dalam rangka mengurangi efek gas rumah 
kaca, melestarikan lingkungan dan pemba-
ngunan yang berkelanjutan dan membantu  
usaha peningkatan kesejahtraan masyarakat 
pemulung di TPA Tamangapa dan penduduk 
sekitarnya sebagai usaha pemberdayaan 
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masyarakat, serta perbaikan kondisi ling-
kungan.  

Dalam proses komunikasi dan konsultasi 
publik yang dilakukan pihak ERM bank dunia 
bersama dengan warga sekitar TPA, 
memunculkan keluhan dan harapan warga 
terhadap proyek LFG, warga complain kepada 
pemerintah tentang bau, ceceran sampah 
dari TPA dan truk pengangkut sampah  serta 
kekuatiran menurunnya harga tanah akibat 
pencemaran lingkungan sehingga warga 
mengharapkan adanya penanganan dampak 
lingkungan. Selain itu warga juga berharap 
proyek ini mampu meningkatkan kesejatraan 
hidup, peluang usaha, peningkatan kualitas 
kesehatan, pendidikan bagi anak pemulung 
dan juga prioritas pekerjaan bagi warga seki-
tar TPA. Disamping itu pemerintah kota juga 
mengharapkan proyek LFG dapat meningkat-
kan kualitas lingkungan dan menekan 
pencemaran dan memberikan manfaat 
ekonomi bagi masyarakat kota Makassar 
(ERM Bank Dunia, 2007) 

Dengan melihat fenomena dan kondisi 
empiris diatas menarik untuk mengkaji 
kemitraan antara pemerintah kota Makassar 
dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dengan 
melihat pelaksanaan kemitraan maka akan 
diketahui output kemitraan ini yang dapat 
memberikan kontribusi bagi perbaikan kon-
disi lingkungan dan memberikan gambaran 
outcome dari kemitraan ini sehingga manfaat 
kemitraan bagi masyarakat sekitar TPA dapat 
tergambar melalui pelaksanaan kemitraan.  
Maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa pelaksa-
naan kemitraan Pemerintah Kota Makassar 
dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam 
mengatasi masalah persampahan dan 
manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar 
TPA Tamangapa. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar 

dan di TPA Tamangapa yang berlokasi di kelu-
rahan Tamangapa Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian studi kasus. Informan yang 
diwawancarai dalam penelitian ditentukan 
secara Purposive, dengan melihat kesesuaian 
antara calon informan dengan informasi yang 
dibutuhkan. Artinya, informan yang akan 
dipilih adalah mereka yang betul-betul memi-
liki kompetensi tentang kemitraan publik-
privat di TPA Tamangapa. Adapun mereka 
yang dimaksud ialah Sekertaris dan Staf ba-
gian pengembangan Kapasitas Dinas Kebersi-
han dan Pertamanan, Kepala UPTD TPA Ta-
mangapa, Kepala Konstruksi PT. Gikoko 
Kogyo Indonesia, Ketua Pemulung dan 
Penduduk sekitar TPA.  

Teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling utama dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data (Sugiyono,2011). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi 
Teknik wawancara, observasi (pengamatan) 
dan pengolahan data, yang kesemuanya 
terkait dengan kemitraan public-privat dalam 
pengelolaan sampah di TPA Tamangapa. 

Teknik analisis menggunakan model Miles 
dan Huberman yang mengemukakan bahwa 
aktifitas dalam analisis data kualitatif dilaku-
kan secara interaktif dan berlansung secara 
terus menerus dan sampai tuntas, sehingga 
datanya sudah jenuh (Sugiyono,2011). Ada-
pun aktifitas dalam analisis data, yaitu Re-
duksi data (data reduction) Penyajian data 
(data display), dan Penarikan kesimpu-
lan/verifikasi  (conclusion draw-
ing/verification) yang digunakan dalam 
melihat output dan outcome dari pelaksa-
naan kemitraan dalam pengelolaan sampah 
di TPA Tamangapa dan manfaat yang di-
peroleh masyarakat sekitar. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa 
pelaksanaan kemitraan ini penulis 
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mengkajinya melalui indikator-indikator yang 
terdapat pada objek dan ruang lingkup ker-
mitraan. Selanjutnya peneliti menjelaskan 
output dan outcome dari pelaksanaan 
kemitraan tersebut. Hal ini peneliti sesuaikan 
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 
efektif tidaknya pelaksanaan kemitraan ini 
dalam mengatasi permasalahan persampa-
han di TPA Tamangapa. Adapun indikator 
pelaksanaan kemitraan antara pemerintah 
Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo ada-
lah sebagai berikut : 
 
Pengimplementasian proyek CDM 

Pemerintah Kota Makassar dengan PT. 
Gikoko kogya memiliki kewajiban dan 
tanggung jawab dalam pengimlementasian 
proyek CDM ini salah satunya dengan 
melakukan penutupan sel di TPA memberikan 
kontribusi positif bagi pelestarian lingkungan. 
Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara 
yang memberikan gambaran bahwa penutu-
pan sel dapat mengurangi bau sampah dan 
juga sel yang sudah ditutup dapat dimanfaat-

kan oleh PT.Gikoko Kogyo untuk mengum-
pulkan gas yang ada didalamnya sehingga 
gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan ini 
dapat diminimalisir resikonya.   

Penyebab bau sampah di TPA adalah ada-
lah sel-sel yang masih aktif sebagai tempat 
pembuangan sampah baru sementara sel-sel 
yang sudah tidak aktif atau ditutup sudah tid-
ak mengeluarkan bau tidak sedap. Dari hasil 
wawancara diatas masalah bau sampah 
dapat diatasi dengan dilakukannya penutu-
pan sel TPA sehingga bau sampah lama yang 
baunya menyengat dapat dikurangi walaupun 
tidak dapat mengatasi sepenuhnya masalah 
bau tidak sedap karena masih banyak sel aktif 
yang terus berfungsi sebagai tempat pembu-
angan sampah baru dan belum dilakukan pe-
nutupan dengan tanah sehingga ketika ada 
pembongkaran atau penataan sehingga bau 
tidak sedap sewaktu-waktu tetap dapat 
dirasakan begitu juga resapan air di sel aktif 
yang terjadi saat hujan tidak dapat dihindari 
sehingga dapat menimbulkan bau sampah. 
 

 
Matriks Pelaksanaan Kemitraan

Indikator Kemitraan Pelaksanaan Output Outcome Keterangan 

Implementasi CDM terlaksana  pengurangan efek 
rumah kaca pe-
lestarian ling-
kungan  

perbaikan 
kondisi ling-
kungan 

10 % Pengurangan 
Emisi karbon 
 

Pemberdayaan 
masyarakat pem-
ulung 

belum tere-
alisasi 

perbaikan kondisi 
sosial pemulung  

 menunggu royalti 7 
% untuk kelanjutan 
program 

Bimbingan Teknis 
untuk Dinas 

terlaksana perbaikan ma-
najemen per-
sampahan 

 hanya mencakup 
penataan TPA  

Komersialisasi CDM  belum tere-
alisasi 

  menunggu pem-
bayaran CER   

 
 

 
 
 
Namun dari hasil wawancara dengan 

masyarakat sekitar TPA dan pengamatan 
peneliti dilapangan menunjukkan bahwa ma-

salah bau sampah dari truk pengangkut sam-
pah, ceceran sampah, dan lalat masih sering 
terjadi di TPA (lihat Matriks Pelaksanaan 
Kemitraan). Dari pelaksanaan implementasi 
CDM tergambar pencapaian output terkait 
pengurangan efek rumah kaca dan peles-
tarian lingkungan belum efektif mengatasi 
permasalahan persampahan di TPA Tama-
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ngapa. Pencapaian pengurangan emisi kar-
bon hanya mencapai 10 %  kemudian out-
come terkait perbaikan kondisi lingkungan 
memberikan manfaat pengurangan bau sam-
pah tapi tidak mampu masalah bau sampah 
secara keseluruhan termasuk bau yang tim-
bul dari mobil truk pengangkut sampah, 
ceceran sampah, dan lalat.   

Implementasi CDM yang salah satunya 
adalah pembangkit listrik skala kecil ini ter-
laksana seiring dengan pengumpulan dan 
pembakaran LFG di TPA walaupun hanya 
menyalakan listrik di lingkup TPA dan tidak 
masuk hingga rumah warga disekitarnya. 
Selama masa pengoprasian system pemba-
karan gas LFG di TPA Tamangapa yang 
memusnakan gas metan PT. gikoko juga 
memberikan kontribusi bagi penerangan di 
sekitar TPA berupa lampu jalan yang bergan-
tung pada energi gas dari timbunan sampah 
yang ada dan tentunya memberikan manfaat 
bagi pemulung yang beraktifitas malam hari. 
 
Pemberdayaan masyarakat pemulung 

Dalam perjanjian kerjasama pemerintah 
kota dengan PT.gikoko Kogya terdapat objek 
kerjasama yang salahsatunya adalah program 
pemberdayaan pemulung dan penduduk 
sekitar TPA. Kegiatan pemerintah kota Ma-
kassar yakni membantu pembangunan dan 
memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan 
pengembangan masyarakat sekitar TPA ter-
masuk didalamnya program pemberdayaan 
masyarakat, fasilitas umum dan sosial, juga 
pengembangan usaha kecil yang berkaitan 
dengan daur ulang sampah. Berdasarkan hasil 
wawancara kegiatan program pemberdayaan 
masyarakat pemulung dari aspek kemitraan 
ini tidak terealisasi karena hanya pihak 
pemerintah dan LSM yang berpartisipasi aktif 
dalam penyediaan fasilitas umum dan social 
serta program pemberdayaan masyarakat di 
TPA Tamangapa hingga saat ini. Hal ini terjadi 
dikarenakan proses pencairan dana royalti 
sebesar 7 % yang digunakan untuk program 
pemberdayaan masyarakat dari hasil 

penjualan CER belum terbayarkan oleh Bank 
dunia. Sehingga program pemberdayaan 
masyarakat pemulung belum dapat tereali-
sasi dalam kemitraan ini. Hal ini menunjukan 
bahwa output terkait peningkatan kondisi 
social pemulung di TPA tidak melibatkan 
kemitraan antara pemerintah kota Makassar 
dengan PT. Gikoko Kogyo hal ini terjadi ka-
rena pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat yang tertuang dalam MOA yang 
telah disepakati kedua belah pihak belum ter-
laksana berdasarkan hasil wawancara di-
jelaskan bahwa hal ini terkendala pem-
bayaran CER. Matriks Pelaksanaan Kemitraan 
menunjukkan output perbaikan kondisi social 
pemulung belum terealisasi karena royalty 7 
% dari penjualan CER belum diperoleh PT. 
Gikoko dari bank Dunia. Hal ini mengakibat-
kan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 
penyedian fasilitas umum yang semestinya 
diperoleh masyarakat pemulung belum dapat 
terealisasi.  
 
Bimbingan teknis strategi pengelolaan per-
sampahan 

Obyek pelaksanaan kemitraan ini salah 
satunya adalah bimbingan teknis strategi 
pengelolaan persampahan. Dalam perjanjian 
yang tercantum di MOA khususnya hal yang 
terkait pengembangan Manajemen per-
sampahan yang menjadi kewajiban PT. Giko-
ko kogyo adalah: (1) Membuat model percon-
tohan dalam pengumpulan dan pengangku-
tan sampah (2) Penataan ulang TPA Taman-
gapa untuk memenuhi persyaratan sanitary 
landfill (3) Bimbingan Teknis bagi manajemen 
dinas Kebersihan dan pertamanan. Dalam 
Matriks Pelaksanaan Kemitraan, dari 
pelaksanaan bimbingan teknis ini output yang 
diharapakan adalah perbaikan manajemen 
persampahan namun hal ini tidak sepe-
nuhnya dilakukan secara menyeluruh dikare-
nakan scope pelaksanaan kemitraan ini lebih 
banyak berorientasi di wilayah TPA Taman-
gapa. Untuk penataan TPA sebagai sanitary 
landfill PT. Gikoko Kogyo belum meberikan 
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kontribusi sementara untuk pengumpulan 
dan pengakutan sampah merupakan 
tanggung jawab sepenuhnya dinas Kebersi-
han dan Pertamanan kota Makassar. Kontri-
busi PT. Gikoko dalam bimbingan teknis da-
lam hal pengumpulan dan pengangkutan 
sampah belum terealisasi.  

Kemudian kegiatan bimbingan tersebut 
dilakukan untuk mencapai target meningkat-
kan kinerja pengelolaan persampahan terma-
suk meningkatkan volume sampah yang ma-
suk Ke TPA 5 % pertahun. Dari hasil wa-
wancara yang dilakukan baik dari pihak 
Pemerintah Kota dan PT. Gikoko kogyo 
menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan ini 
belum terlaksana hal ini dikarenakan 
kemitraan ini lebih banyak berfokus pada 
manajemen penataan TPA belum mampu 
menyentuh scope yang lebih luas yakni 
pengelolaan sampah secara menyeluruh ter-
masuk dalam pengumpulan dan pengangku-
tan sampah yang masuk ke TPA tamangapa. 
dinas kebersihan dan pertamanan kota yang 
memegang peranan sepenuhnya belum meli-
batkan PT. Gikoko Kogyo dalam manajemen 
persampahan secara menyeluruh. Output 
dari pengembangan menajemen per-
sampahan tidak dapat tercapai dikarenakan 
royalty yang seharusnya diterima pemerintah 
kota dari hasil pembelian CER oleh bank 
dunia sebesar 10 % yang akan digunakan un-
tuk meningkatkan kinerja persampahan be-
lum dapat teralisasi hal tersebut menjadikan 
kemitraan ini sulit untuk mengembangkan 
strategi manajemen persampahan yang lebih 
efesien dan efektif.  

 
Komersialisasi CDM 

Selain pengimplementasian CDM yang 
memberikan dampak bagi pengurangan emisi 
gas yang berpengaruh pada efek rumah kaca 
yang berorientasi pada pelestarian ling-
kungan ada juga hal yang patut untuk diper-
hatikan yakni potensi komersial yang 
dihasilkan dari penjualan CER. Namun dalam 
penjualan CER ini memiliki tahap-tahap yang 

harus dilalui sebelum sampai pada penerbi-
tan CER itu sendiri. Berdasarkan hasil wa-
wancara menunjukkan kurang transparannya 
proses komersialisasi CDM ini memunculkan 
pandangan negatif pemerintah kota Makas-
sar terhadap proyek CDM hal ini disebakan 
oleh proses penerbitan CER berjalan hanya 
melibatkan PT.Gikoko dengan pihak bank 
dunia sementara pemerintah kota tidak terli-
bat didalamnya. Fenomena ini terjadi karena 
pengawasan pemerintah kota Makassar yang 
tidak ada dalam kemitraan ini. Termasuk 
didalamnya pengawasan mengenai pem-
bakaran emisi gas sepenuhnya hanya PT. 
Gikoko yang melakukan tanpa pengawasan 
mitra yang diajak bekerjasama.     

Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan kemitraan belum efektif dalam 
mengatasi permasalahan persampahan di 
TPA Tamangapa hal ini terlihat dari Output 
terkait pengurangan efek rumah kaca dan 
pelestarian lingkungan ini belum dapat 
tercapai secara maksimal hal ini dapat di-
tunjukkan melalui hasil pembakaran gas LFG 
yang mencapai 10 % dari estimasi awal yang 
ingin dicapai. Dari pelaksanaan kemitraan 
yang terjalin selama ini seharusnya dapat 
memberikan dampak yang signifikan bagi 
perbaikan kondisi lingkungan. Namun masa-
lah-masalah persampahan seperti bau tak 
sedap yang muncul dari truk pengangkut 
sampah terbuka, ceceran sampah, lalat dan 
masalah air limbah tidak mampu teratasi 
secara maksimal dalam kemitraan ini.  

Hal ini terjadi karena sinergi yang terjalin 
antara pihak yang bekerjasama hanya ter-
fokus pada proyek LFG yang mengedepankan 
pemusnahan gas metan yang memiliki nilai 
komersial dan berdampak global bagi efek 
rumah kaca. Sementara untuk tahapan per-
baikan manajemen pengelolaan TPA Tama-
ngapa sendiri belum mampu tersentuh pa-
dahal untuk mengatasi permasalahan per-
sampahan harus memperbaiki metode 
pengelolaan TPA, metode terbaik saat ini 
adalah sanitary landfill hal ini yang didorong 
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dalam kemitraan ini mengingat pengelolaan 
TPA Tamangapa belum meninggalkan cara 
lama yaitu open damping metode tersebut 
seharusnya tidak digunakan lagi karena ber-
bahaya bagi lingkungan menimbulkan 
pencemaran udara, tanah, resiko kebakaran, 
dan lahan TPA yang menggunakan open 
dumping tentu tidak dapat digunakan.   

TPA Tamangapa saat ini masih 
mengunakan sebagian open damping dan se-
bagian control landfill sementara fasilitas san-
itary landfill tidak mampu dimanfaatkan un-
tuk dikelola di TPA Tamangapa. hal ini men-
jadikan penanganan masalah lingkungan 
masih belum maksimal dilakukan di TPA Ta-
mangapa. Namun upaya penutupan sel yang 
menjadi bagian dari kemitraan yaitu dengan 
menutup sebagian sel sampah aktif yang be-
rada dekat pemukiman warga sekitar hanya 
mampu mengurangi bau sampah yang sum-
bernya dari dalam TPA. 

Penelitian ini juga menunjukkan manfaat 
yang diperoleh masyarakat sekitar TPA hal ini 
terlihat dari outcome yang diperoleh dari 
pelaksanaan kemitraan ini terkait dengan 
perbaikan kondisi lingkungan yang mem-
berikan manfaat kepada masyarakat berupa 
pengurangan bau sampah di TPA Tamangapa 
walaupun berdasarkan hasil wawancara pen-
gurangan bau sampah tidak begitu signifikan 
menunjukkan dampak perubahan namun ar-
ea tertentu sudah tidak lagi memberikan 
dampak berupa bau tidak sedap karena sel 
yang sebelumnya jadi zona aktif pembuangan 
sampah yang berdekatan dengan rumah war-
ga sekitar sudah di tutup. Kemudian manfaat 
lain yang diperoleh masyarakat sekitar dari 
pelaksanaan kemitraan yakni kemudahan be-
raktifitas dimalam hari melalui penerangan 
listrik yang dialirkan dari sumber daya gas 
sampah TPA yang mampu menerangi wilayah 
sekitar dan memudahkan aktifitas masyara-
kat pemulung dimalam hari. 

Selain pembahasan output dan outcome 
dari kemitraan ini peneliti juga memaparkan 
fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan 

kemitraan  yakni tidak adanya transparansi 
dalam proses komersialisasi CDM memuncul-
kan pandangan negatif pemerintah kota Ma-
kassar terhadap proyek CDM ini, hal ini 
disebabkan oleh proses penerbitan CER ber-
jalan hanya melibatkan PT.Gikoko Kogyo In-
donesia dengan pihak bank dunia sementara 
pemerintah kota tidak terlibat didalamnya. 
prinsip kerjasama perlu memperhatikan 
aspek-aspek keadilan, keterbukaan, trans-
paransi, persaingan yang sehat, akuntabel 
dan saling menguntungkan (Utama, 2013). 
Fenomena ini terjadi karena pengawasan 
pemerintah kota Makassar yang tidak ada 
dalam kemitraan ini. Termasuk didalamnya 
pengawasan mengenai pembakaran emisi gas 
sepenuhnya hanya PT. Gikoko Kogyo yang 
mengetahui semua kegiatan terkait pemba-
karan emisi dan proses verifikasi sementara 
tidak ada wakil pemerintah kota yang diper-
siapkan untuk melakukan pengawasan ter-
hadap proyek CDM ini.  

Kemudian tidak berjalannya invetasi pen-
danaan atau kelangsungan pedapatan yang 
diperoleh dari CER berupa royalti yang 
digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 
dan perbaikan manajemen persampahan 
mengakibatkan program yang berkaitan 
dengan pemberdayaan masyarakat dan per-
baikan manajemen persampahan secara me-
nyeluruh tidak dapat terealisasi dalam per-
janjian kerjasama ini. Padahal pendanaan dan 
kontribusi dalam kemitraan ini telah dibagi 
dalam tiga tahap :   tahap pertama pemasan-
gan system LFG, tahap kedua meningkatkan 
manajemen TPA, dan tahap ketiga merupa-
kan perluasan dari manajemen persampahan 
atas dasar kegiatan/program yang telah di-
sepakati bersama. Padahal terjamin kelang-
sungan pendapatan yang stabil merupakan 
salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksa-
naan kemitraan publik-privat (Griffin, 2009). 
Sementara pelaksanaan kemitraan ini belum 
menunjukkan kerjasama yang saling 
menguntungkan kedua pihak hal ini terlihat 
dari belum terbayarnya CER oleh bank dunia 
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yang menjadi keuntungan pihak swasta pa-
dahal prinsip dasar kemitraan seharusnya sal-
ing memberikan manfaat berdasarkan syarat 
dasar kemitraan yang menginginkan adanya 
prinsip (win-win) saling menguntungkan an-
tara pemerintah dengan swasta (Zhang, 
2005). Dari hasil penelitian yang telah di-
paparkan menunjukan pendanaan dan 
kontribusi dalam kemitraan ini belum me-
nyetuh tahap meningkatkan manajemen TPA 
dan kegiatan/ program pemberdayaan 
masyarakat. yang dapat dituntaskan hanya 
pada tahap pertama yaitu pemasangan sys-
tem LFG. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
adanya kelangsungan pendapatan yang stabil 
mengakibatkan pelaksanaan kemitraan ini 
tidak dapat menyentuh tahap kedua dan ke-
tiga pelaksanaan kemitraan ini. 

 
KESIMPULAN 

 
Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan 

hanya terfokus pada proyek LFG, sementara 
pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat dan pengembangan menajemen 
persampahan yang tertuang dalam MOA be-
lum terlaksana karena terkendala royalti dari 
pembayaran CER. Kemudian metode sanitary 
landfill sebagai pengelolaan sampah ramah 
lingkungan tidak dapat dikelola dalam 
kemitraan ini. Hal tersebut menyebabkan 
masalah-masalah persampahan seperti bau 
tak sedap yang muncul dari truk pengangkut 
sampah terbuka, ceceran sampah, lalat dan 
masalah air limbah belum mampu teratasi 
secara menyeluruh sehingga dapat disimpul-
kan bahwa pelaksanaan kemitraan antara 
pemerintah kota makassar dengan PT. Gikoko 
Kogyo Indonesia tidak efektif dalam menga-
tasi masalah persampahan di TPA. kemudian 
Pelaksanaan kemitraan terkait dengan per-
baikan kondisi lingkungan yang memberikan 
manfaat kepada masyarakat berupa pengu-
rangan bau sampah di TPA Tamangapa dan 
keberadaan penerangan yang ada di TPA 
dapat membantu aktifitas penduduk yang 

ada di sekitar TPA Tamangapa diwaktu mal-
am hari meskipun lampu yang ada tidak 
menerangi seluruh lokasi TPA namun pene-
rangan pada akses masuk dan sekeliling TPA 
memberikan kenyaman kepada pemulung 
untuk berjalan masuk kedalam TPA dan 
memudahkan melakukan pekerjaan pengum-
pulan di malam hari. 

Oleh karena itu untuk memperbaiki pen-
capaian output dan outcome dari kemitraan 
ini maka dapat disarankan melakukan 
pengawasan dan evaluasi  dari pelaksanaan 
proyek LFG agar kedua belah pihak dapat ter-
fokus pada tanggung jawab dari pelaksanaan 
kemitraan ini sesuai yang tertera dalam per-
janjian yang telah disepakati kedua belah 
pihak. Dibutuhkannya tranparansi dalam hal 
pembayaran CER yang melibatkan pihak ke-
tiga dalam hal ini bank dunia agar ke-
percayaan antar pihak yang terlibat tetap ter-
jaga. Sehingga kemitraan ini dapat melanjut-
kan program-program yang belum terealisasi 
dengan mengedepankan kepercayaan pada 
masing-masing mitra. Dibutuhkan kebijakan 
dari pemerintah kota yang menjamin kelanju-
tan kerjasama setelah berakhirnya perjanjian 
ERPA antara PT. Gikoko Kogyo dengan Bank 
Dunia agar tidak merugikan salah satu pihak 
yang bermitra dan mencari jalan investasi 
tambahan yang lebih profitable.  
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